
I. 

WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 4 7 TABUN 2016 

TENTAlfG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO 

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MARA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu 
mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian Kota 
Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo. 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20llnomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5492); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 













Paragraf 3 

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawab dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 
mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan 
penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan 
dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut basil pemeriksaan; 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, 
mempunyai Rincian Tugas, sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkup sekretariat; 
d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja; 
f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; 
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; 
h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; 
j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; dan 
k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 
1. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, 

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI KECIL 
DAN INDUSTRI MENENGAH 

Paragraf 1 

Bidang Pembinaan lndustri Keen 
dan Industri Menengah 

Pasal 8 

(1) Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Industri Menengah dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas; 
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g. menyusun laporan kegiatan; 
h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan 

dan pelaporan; 

i. menyusun laporan informasi industri Dalam Izin Usaha lndustri 
Kecil,Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 

j. melaksanakan fasilitasi pengurusan lzin dan sertifikasi; 
k. menilai prestasi kerja bawahan; 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala 
bidang, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 4 

Seksi Pengawasan, Standarisasi dan Pengendalian Mutu 

Pasal 11 

(1) Seksi Pengawasan, Standarisasi dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang; 

(2) Kepala Seksi Pengawasan, Standarisasi dan Pengendalian Mutu 
mempunyai Tu.gas Pokok : merencanakan dan menyusun rencana kerja 
serta melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyusun laporan 
kegiatan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Seksi Pengawasan, Standarisasi dan Pengendalian Mutu 
mempunyai Rincian Tu.gas : 

a. merencanakan kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 
c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani 

naskah dinas 
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengawasan, 

standarisasi dan pengendalian mutu; 
f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan, 

standarisasi dan pengendalian mutu; 
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi 

pengawasan, standarisasi dan pengendalian mutu, monitoring dan 
evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan sesuai dengan urusan 
industri; 

h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; 
i. menilai prestasi kerja bawahan; 
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala 

bidang, Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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.. 
BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 2 D�S:ember 2016 

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal: 2 Desember 2016 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

H. J 

BER TA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 
NOMOR 47 
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